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CURICULUM VITAE

Nama Lengkap

Nama Familiar

:

:

Drs. Kukuh Sudarmanto Alugoro, S.Sos., S.H.,
M.M., B.A

Mas Kukuh / Boss Kukuh

Tempat tanggal lahir : Pati, 14 Juli 1962

Alamat Rumah Sendiri : Jl. Sendangsari Utara V No. 25  A Pedurungan
Semarang

Alamat Rumah Dinas : Jl. Prof. Soedarto, S.H. No. 116 Banyumanik
Semarang

Agama : Islam

Pangkat/golongan Ruang : Pembina Tingkat I-IV/b

Jabatan/eselon : Camat Banyumanik Kota Semarang-Eselon IIIa

Pendidikan : 1.SD, SMP, dan SMA di Pati

2.B.A., S.H., di Semarang

3.Drs., S.Sos., di Jakarta

4.M.M., di Undip Semarang

5.Dr.(c). di Unissula Semarang

Istri : Anis Aritawati, S.T., S.Sos.

Anak : 1.Bayu Satyaki Kurniahan Kusudarmanto, S.E.,
M.Si.

2.Ayu Melati Ratuningnagari Anisa Kusudarmanto,
S.STP., M.M.

3.Shariayu Rizky Amalia Anisa Kusudarmanto.

Riwayat Jabatan : 1.Staf , di Eks Kawedanan Bumiayu, Brebes, 1986

2.Kaur di eks Kawedanan ( Bantarkawung, Brebes,
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1998)

3.Tugas Belajar di STIALAN RI Jakarta, 1990

4.Staf di Bag.Pemdes, Brebes, 1993

5.Staf di Bag Kepegawaian, Bag Pemerintahan
Umum, Bag Pemerintahan Kelurahan, Kota
Semarang, 1995

6.Staf di Bappeda Kota Semarang, 1996

7.Ajudan Sekwilda Kodya Semarang, 1997

8.Ajudan Wakil Walikotamadya Semarang, 1998

9.Kasubag Pemuda, Olahraga dan Peranan Wanita
Kodya Semarang, 1999

10.Sekcam Pedurungan , Kota Semarang, 2001

11.Plt Camat Pedurungan, 2002

12.Plt Lurah Gemah Kecamatan Pedurungan,2006

13.Camat Tugu, Kota Semarang, 2006

14.Camat Semarang Barat, Kota Semarang, 2008

15.Camat Semarang Selatan, Kota Semarang, 2011

16.Camat Banyumanik Kota Semarang, 2013

Hobby : Olahraga (Karate), membaca, dan menulis

Orang Tua ( Kandung ) : Soekarno Djojo Santoso (alm) dan Yatini Djojo
Santoso

Orang Tua ( mertua ) : Letkol ( Purn )HM.Gunawan
dan Hj.Amy Sutarmi ( alm )

Data Lain : 1. Pernah menjadi Komandan Resimen Mahasiswa
di Semarang dan Jakarta

2. Pernah menjadi Mahasiswa Teladan

3. Pernah menjadi Presiden Mahasiswa Se-
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Indonesia ( PERMADI )

4. Pernah menjadi Guru SMA dan Wakil Kepala
SMA Di Semarang, Bumiayu dan Bantarkawung

5. Sebagai Dosen tidak tetap (PTS) di Semarang

6. Pernah menjadi Ketua RT (dua periode)

7. Pernah menjadi Ketua Pembangunan Mushala

8. Sebagai Pelatih Karate di Pati, Semarang,
Bumiayu dan Bantarkawung

9. Suka menulis artikel di Koran dan Majalah,
menjadi narasumber TV dan Radio

10. Sering mengikuti Seminar, Lokakarya,
Sarasehan, Penelitian dan pemakalah tingkat
lokal dan nasional

11. Sebagai Penatar P4 Type A

12. Pernah sebagai Ketua Kwaran Pramuka
Pedurungan

13. Pernah sebagai Ketua Mabiran Pramuka
Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat,
dan Kecamatan Semarang Selatan

14. Sebagai Ka Mabiran Pamuka Kec.Banyumanik.

15. Juara I Adum/ Diklatpim IV

16. Juara I sekaligus memecahkan rekor Predikat

tertinggi Diklatpim Tingkat III

17. Selama Menjabat Camat di Tugu, Semarang
Barat, Semarang Selatan dan Banyumanik
SELALU menempati Rumah Dinas Camat
beserta anak dan isteri

18. Punya bakat dan belajar ilmu “Indera keenam”

Pengalaman Luar Negeri : Ke Singapura, Malaysia, Thailand, Australia,



356

Mekkah dan Madinah (Umroh)

Penghargaan : 1. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dari
Presiden Megawati Soekarno Putri

2. Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari
Presiden Joko Widodo

3. Lencana Pramuka dari Kwarnas.

4. Dari Gubernur Jawa Tengah atas artikel yang
berjudul : “ Satpol Bukan Tibum “.

Artikel :

1.Kukuh Sudarmanto, Evaluasi Kinerja Kecamatan, Koran Suara Merdeka 6
Agt 2012.

2.Kukuh Sudarmanto, Kembali Menimbang Politik Dinasti, Koran Suara
Merdeka 24Juli 2015

3.Kukuh Sudarmanto, Netralitas Camat dalam Pilkada,Koran Suara Merdeka
10 Okt 2015.

4.Kukuh Sudarmanto, Urgensi Revisi UU Pilkada. Koran Suara Merdeka
5.7Jun 2015

5.Kukuh Sudarmanto, UU Pilkada Kembali Digugat, Koran Suara Merdeka 3
Sep 2015.

6.Kukuh Sudarmanto, Mari Tanggulangi Banjir dengan Kerjasama, Koran
Inspirasi, 9 Maret 2008

7.Kukuh Sudarmanto, Ekspresi Kulturan “ Nyadran “ Koran Suara Merdeka , 9
Juli 2012

8.Kukuh Sudarmanto, Menyekolahkan anak “bodoh” Koran Wawasan, 19
Oktober 2008

9.Kukuh Sudarmanto, Netralitas PNS dalam Pilgub, Koran Suara Merdeka, 16
Februari 2008
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10.Yusuf Subagyo dan Kukuh Sudarmanto, Mereformasi Pola Pikir PNS,
Majalah Derap Guru, November 2008

11.Kukuh Sudarmanto, Pendekatan untuk Tower BTS, Koran Suara Merdeka,
4 Mei 2013

12.Kukuh Sudarmanto, Memintarkan Masyarakat Melalui Rumpin, Koran
Suara Merdeka, 23 Juni 2007

13.Kukuh Sudarmanto, Semarang Pesona Asia dan Masa Depan Masyarakat,
Koran Inspirasi, 10 September 2007

14.Kukuh Sudarmanto, Mengentaskan Anak Jalanan, Koran Suara Merdeka, 18
April 2007

15.Kukuh Sudarmanto, PAD dari Bonbin Mangkang, Koran Suara Merdeka, 5
Mei 2007

16.Kukuh Sudarmanto, Kurangi Kecepatan dengan BRT, Koran Suara
Merdeka, 6 Januari 2009

17.Kukuh Sudarmanto, Berebut Pasar Johar, Koram Suara Merdeka, 14 Juli
2007

18.Kukuh Sudarmanto, Berhemat dengan LPG, Koran Suara Merdeka, 24 Des
2007

19.Kukuh Sudarmanto, Normalisasi Kali Beringin, Koran Suara Merdeka, 14
November 2007

20.Kukuh Sudarmanto, Peranan Gerakan Pramuka dalam Meningkatkan
Kualitas Generasi Muda, Koran Inspirasi, 10 November 2005

21.Kukuh Sudarmanto, Naik Perahu di Hutan Mangrove, Koran Suara
Merdeka, 28 Juli 2007

22.Kukuh Sudarmanto, Evaluasi Geliat SPA di Kedungsepur, Koran Suara
Merdeka, 25 Agustus 2007

23.Kukuh Sudarmanto, Menyikapi Kemacetan dengan TOL, Koran Suara
Merdeka, 9 Agustus 2007

24.Kukuh Sudarmanto, Masih Perlukah UAN Dipertahankan ? Koran
Kontak,Juni 2010
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25.Kukuh Sudarmanto, Mencari Tahu Nasib Kehidupan di Kelenteng Gedung
Batu, Koran Kontak, Mei 2010.

26.Kukuh Sudarmanto, Satu Syuro Fenomena Kungkum dan Melek-Melek ,
Majalah Derap Guru, Februari 2010.

27.Kukuh Sudarmanto, Sebuah Keharusan Memiliki KTP, Koran Harian
Semarang, 24 Februari 2010

28.Kukuh Sudarmanto, Wisata Kuliner di Tambak Tugu, Koran Suara
Merdeka, 23 Juli 2008

29.Kukuh Sudarmanto, Persoalan Honda dan Carik, Koran Suara Merdeka, 21
Mei 2008.

30.Kukuh Sudarmanto, Menjual Lele Kampung Wisata, Koran Suara merdeka,
19 Juni 2008

31.Kukuh Sudarmanto, Gerakan Pramuka Memerlukan Payung Hukum
Undang-Undang, Buletin Piwara, Triwulan III 2008

32.Kukuh Sudarmanto, Kakikol Penyemangat Kota Atlas, Koran Suara
Merdeka, 5 Juni 2008.

33.Kukuh Sudarmanto, Ziarah ke Makam Soen Koen Ing, Koran Suara
Merdeka, 17 Februari 2009.

34.Kukuh Sudarmanto, Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Buta Aksara,
Koran Inspirasi, 10 Agustus 2007.

35.Kukuh Sudarmanto, Gerakana Pramuka Kapan Mandiri, Koran Inspirasi, 18
Agustus 2008.

36.Kukuh Sudarmanto, Cukup Dua Pohon Untuk Membiayai Ongkos Naik
Haji, Koran Inspirasi , 1 Januari 2008.

38.Kukuh Sudarmanto, THR untuk PNS Masih Dibutuhkan ? Koran Inspirasi,
1 Oktober 2008.

39.Kukuh Sudarmanto, Satpol PP Bukan Tibun, Koran Suara Merdeka, 3
September 2008.

40.Kukuh Sudarmanto, Upaya Pensiunan Tidak Terjerat Rentenir, Koran Suara
Merdeka, 13 Mei 2015
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41.Kukuh Sudarmanto, GENG CEKER, Tidak Cukup Hanya Dibubarkan,
Koran Suara Merdeka, 12 Februari 2009

42.Kukuh Sudarmanto, Membumikan Gerdu Kempling, Koran Suara Merdeka,
17 November 2011.

43.Kukuh Sudarmanto, E-KTP Dan Pelayanan Publik, Koran Suara Merdeka,
22 Mei 2012.

44.Kukuh Sudarmanto, sebagai Presiden Mahasiswa Administrasi di Indonesia
( PERMADI ) , Modernisasi Birokrasi di Indonesia (Suatu Tinjauan
Normatif) , Majalah STIALAN RI Jakarta, 28 Januari 1993.

45.Kukuh Sudarmanto, Menjadikan Parkir Primadona PAD, Koran Suara
Merdeka, 16 Des 2008.

46.Kukuh Sudarmanto, Memperbanyak Sumur Resapan, Koran Suara
Merdeka, 3 September 2007.

47.Kukuh Sudarmanto, Memutus Peredaran Ijasah Palsu, Koran Suara
Merdeka, 18 Juni 2015.

48.Kukuh Sudarmanto, Membangun Rasa Ikut Memiliki, Koran Suara
Merdeka, 28 Juli 2011.

49.Kukuh Sudarmanto, Madrasah Sebagai Pilihan Nurani, Koran Suara
Merdeka, 25 Juni 2011.

50.Kukuh Sudarmanto, Budaya Baru Kelola Sampah, Koran Suara Merdeka,
21 Juni 2012.

51.Kukuh Sudarmanto, Mengaku Miskin Demi RSBI, Koran Suara Merdeka,
29 Mei 2012.

52.Kukuh Sudarmanto, Pakai Kondom di Lokalisasi, Koran Suara Merdeka, 6
Agustus 2008.

53.Kukuh Sudarmanto, Kiat Pemkot Tingkatkan Layan Masyarakat, Koran
Wawasan, 11 Juni 2002.

54.Kukuh Sudarmanto, DNA untuk Pembuktian Kebenaran, Koran Suara
Merdeka, 2 Januari 2016.
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